PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2006
TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN

Menimbang

Mengingat

1.

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATT LUWU TIMUR

babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53
Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005,
Tambahan Lemibaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
sebagal penjabaran lebih lanjut Undang Undang Momor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka periy
ditetapkan  pengaturan  tentang Tata Cara  Pemiliban,
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan  Pemberhentian
Kepala Desa dan Perangial Desa,

bahwa untuk maksud tersebut hurul a di stas, maka dipandang
peria ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Undang—Undang Nemor 7 Tahun 2003 tentang Pembentulan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Wara dl Propinsl
Sulawes! Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4270 );

Undang-undang Nomar 10 Tahun 2004 tertang Pembentukan
Feraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomar 125, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang MNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggant! Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang P:;mhmm Undang-Lindang Nomor 32 Tahun 2004
rentang P intahan Daeral  menjadl  Undang-Lindang
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4548);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
(Lembiaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggarsan Pemerintaban  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).



Menetapkan :

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG
TATACARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PFLANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGEKAT
DESA

BAH 1
KETENTUAN UMLUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah Inl dimalksud dengan :

1.

2.
¥
4
5

10.

11l

12.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwy Timur

Bupatl adalah Bupati Luwu Timur

Pemerintah Daerah, adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
Timur sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesla sehageimana dimaksud
datam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kecamatan adalah wilayah kerja amat sebagal perangkal daerah
kabupaten.

Camat adalah Kepala Kecamatan

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memillki batas-batas
wilayah yanag berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempal berdasarkan asal usul dan adat istiadat
sotempat yong diakul dan dihormatl dalam dstem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarstan Desa (BPD) dalam
mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat
berdasarkan asal-usul dan adat Istiadal setempat yang diskul dan
dihormatl datam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala
Desa dan Perangkat Desa sebagal unsur penyelénggara pemerintahan
desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut derigan nama lain,
selanjutnya disingkat BPD, adslah lembaga yang merupakan
perwujudan demoloasi dalam penyelenagaraan pemerintahan desa
sebagal unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat
oleh BPD bersama Kepala Desa.
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Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepals Desa dalam
melaksanalkan tugas-tugas pemeritah desa

Wilayah atau Dusun &tau disebut dengan nama lain adalah Dagian
wilayah dalam Dess yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses keglatan yang dilakukan
oleh Panitia Pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa Definitif,
Baka!calun Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat
yang berdasarkan hasil perjaringan ditetapkan sebagal Bakal Calon

Kepala Desa.

Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilinan
untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat
setempat dan sesual peraturan yang berlaku.

Calon ¥epala Desa adalah Bakal Calon Kepals Desa yang telsh
ditetapkan oleh BPD berdasarkan hasll penyaringan dan berhak dipilih
dalam Pemilihan kepaka Desa.

Calon adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia
Pemiliban.

Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan balk
sacara administratif  maupun  penfialan  kemampuan  dan
kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa.

Calon terpliih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan
suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa,

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh
Bupati atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewsajiban
sebagai Xepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah
memenubl persyaratan umuk menggunakan hak plithnya dalam
Pemilihan Kepala Desa

'BAB 11

MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN PENCALONAN SERTA

PEMILIHMAN KEPALA DESA

Baglan Pertama
Pembentukan Panitla Pemiihan

Pasal 2

(1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan

(2}
(3)

(4)

Kepala Desa yang keanggotaannya  terdin dari :

a. Unsur Perangkat Desa

b, Pengures Lembaga Kemasyarakatan Desa

c. Tokoh masyarakat dan tokoh agama

Panitia Pemilihan Kapala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan BPD

Panitia Pemilihan yang (elah ditetapkan oleh BPD sebagalmana

tersebut ayat (2) dilaporkan kepads Bupatl melalul camat untuk
n pengesahan dengan Keputusan Bupati.

Panitia Pemllihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdirl dar Ketua,

Sekretaris, Beridaharawan dan anggota yang dipiih dari dan oleh

angagota panitia.



Pasal 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa mampunyal tugas dan wewenang:

d.

b.

C.

73

Menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi Bakai
Calon Kepala Desa,

Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Dess sesual
persyaratan yang telah ditentukan,

Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepald Desa
berdasarkan ketentuan yang beriaku.

Hasil penyaringan calon yang berhak dipilih  ditetapkan dengan
Keputusan BPD dan disahkan melalul keputusan Bupati,

Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah  dikoordinasikan
dengan BPD,

Melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan Jumiah pemilih,
Mangajukan rencana blaya pemiliban Kepala Desa.

Menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagl
Calon Kepala Desa.

Mencabut status Calon Kepala Desa vang berhak dipilih berkenaan
dangan pelanggaran tata tertib kampanye.

Mengumumikan Calon Kepala Desa yang berhak dipilh dan daftar
pemilib, '

Mengambil keputusan apabiia timbul permasalahan.

Melakukan undian tanda gambar/wama atau yang sejenisnya Dagi caion
yang berhak dipilih.

. Melaksanakan pemungutan suara Pemiliban Kepala Desa.

Membuat berfta acara pemilihan, melaporkan dan menyampalkan hash
pelaksanaan Pemilihan Kspala Desa kepada BPD untuk sslanjutnya
dilaporkan kepada Bupati melalui camat.

Pasal 4

Anggota Panitla Pemilihan yang berhalangan atau rnmjadi bakal calon

Kepala Desa keanggotaannya diganti dengan pejabat lain oleh BPD atas
usul Ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Pemiiinan Kepala Desa

Pazal 5

Yang dapat memillh Kepasla Desa adatah penduduk desa Warga Negara
rRepublik Indonesla yang memenuhl persyaratan sebagal berikut :

Terdaftar sebagal Penduduk Desa setempat secara sah sekurang-
kurangnya & (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang
dibuktikan dengan Kartu Penduduk dan/atau surst keterangan dar
Kepala Desa atau pejabat yang berwenang.

b. Sudah mencapal usiz 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah

g0

menikah,
Tidak dicabut hak pilthnys berdasarkan kekuatan hukum tetap,
Nyata-nyata tidak terganggu fiwafingatannya.



(1)
(2)

(3)

{4)

(1)

(2)
(3

Pasal 6

Penduduk desa yang telah memenuhl syarst sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 di daftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih,
Pendaftaran  pemilinan  sebagaimana dimaksud pada ayst (1)
dilaksanakan oleh Petugas Pendaftaran Pemilih sacara terbuka
dengan membulktikan identitas dir.

Talz cara pendaftaran pemilih dilaksanakan menunt ketentuan

sehagal berikut :

a. Pendaftaran pemilih dilakulkan oleh panita dan dilaksanakan dar
rumah ke rumah untuk menghindard terdaftarmya pemilih di
bawah umur, pemilih dard luar desa, tidak terdaftamyas pemillh
atau pemilih terdaftar leblh dar satu kall.

b. Jika pada sast pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditermukan lebih
dari satu bukb yang sah mengenal usia pemilih maka yang
dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah
yang waktunya paling lama.

c. Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia diumumkan di
papan pengumuman terbuka zehingga masyarakat
mengetahuinya.

d. Dengan alasan apapun hak memiilh tidak dibenarkan diwakilkan
pada siapapun.

e. Untuk menghindarl terjadinya pemillh menggunakan hak pilihnya
lebih dari satu kali maka panitia pemliihan wajib memberikan
wnda khusus kepada pemilih yang teiah menggunakan hak
pilihnya.

Satiap Penduduk yang telah terdaftar sebagal pemlin wajib hadir

memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakiikan pada orang

lain.

Pasal 7

BPD memberttahukan kepada Kepala Desa mengenai  akan
berakhimya rnasa jabatan Kepala Desa secara tertulls 6 (enam) bulan
sebelum berakhir masa jabstan.

BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan
sebelum berakhimya masa jabatan Kepala Desa,

4 (Empat) bulan sebelum berakhir masa jebatan, Kepala Desa
menyampalkan laporan akhir masa Jabatan kepada Bupati melalul
Camat dan memberikan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
kepada BPD.

Baglan Ketiga
Tala Cara Pencalonan Kepala Desa

Paragraf 1
Persiapan Pencalonan Kepala Desa

Pasal 8

(1) Yang dapst mencalonkan difi sebagai Calon Kepala Desa adalah
Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenubhi
persyaratan :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa.




b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta Pemerintah.

Berpendidikan  paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SLTP) dan/atau sederajat.

d. Barumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat

pendaftaran.

Nyata-riyata tidak terganggu jiwa dan Ingatannya.

Sehat jasmani  berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari

dokter pemerintah setempat.

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tidak pernah dihukum penfara kerena melakukan tindak pidana

kejshatan dengan hukuman paling sedikit 5 ( lima ) 2ahun.

I. Mengenal dasrah dan dikenal oleh masyarakat, dengan
dibuktikan  bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 3
(tiga) tahun berturut-turut tanpa terputus.

. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa
dan Anggota BPD,

k. Belum permmah menjabat sebagal Kapala Desa pafing lama 10
{sepuiuh) Tahun atau dua kall masa jabatan,

l. Bersediz dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuktikan dengan
surat keterangan bersedia dipilih menjadi Kepala Desa.

m. Memenuhl persyaratan lain yang sesual dengan norma adat
Istiadat setempat yang distur dalam peraturan daerah.

Pasil 9

n

~p

=4

(1) Pegawai Negen Sipil, Pendidik/Guru dan anggota TNI/POLRI yang

(2}

(1}

(2)

(3}

(1)

(2)

mencalonkan dirl sebagal Kepala Desa harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan harus mendapatkan
persetujuan darl atasan langsung atau pejabat yang berwernany,
Pegawal Neoeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri
sehagal Calon Kepala Desa harus terfebih dahulu mengundurkan dari
Jabatannya,

Pasal 10

Bagl Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD dan Perangkal Desa yang
mencalonkan dil sebagal Kepala Desa harus teriebih dahulu
mengundurkan dirl dari jabatannya.

Bagi Kepala Desa yang mencalonkan dii untuk masa jabatan
beriutnya wajlb mengambll cutl  selama masa kampanye sampal
dengan berakhimya perbitungan suara.

Selama Kapala Desa cutl, Sshretarts Desa ditunjuk sebagal Pelaksana
Tugas Kepala Desa.

Paragraf 2
Persyaratan dan Alat Pembuktiannya

Pasal 11

Calon Kepaia Desa harus mengajukan permohonan kepada Panitia
Pemilinan dengan melengkaps persyaratan dan ksteérangan yang
diperiukan.

Persyaratan Administrasi sebagaimana dimalsud ayat (1) adalah ;



Memillkl KTP Desa satempat.

Surat Permyataan kesadiaan menjadi calon Kepala Desa.

Surat Permyataan sefla dan taat kepada Pancasiia, Undang -

Undang Dasar 1945 dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

¥husus bagl bakal alon yang berasal darl Pegawal Neger

dilengkapl dengan Surat Keterangan mempunyal kepribacian,

kepimimpinan, berbawa, jujur, cerdas, berkemampuan dan

terampil serta adil (DP3).

¢. Bakal Calon Kepala Desa yang berasal darl Pegawal Negeri
Sipil/TNI/POLRI harus mendapatkan izin tertulls dari Pejabat yang
berwenang.

f. Surat Pemyataan tidak pernah dihukum,

Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter.

Surat Katerangan Berkelakuan Baik darl Kepolisian.

Dafar Riwayat Hidup.

Salinan ljszah Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh

B pow

e

Pejabat yang berwenang.
k. Surat Keterangan Lunas PBE 1 (satu) tahun terakhir bagl yang
memiliki objek pajak.
l. Surat Keterangan bdak pemah melakukan pelanggaran hukum
adat darl pemangku adat setempat.
m. Pas foto (hitam putih) ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
Passl 12

Panitia Pemiiihan Kepaia Desa menetapkan Tata Cara Penjaringan dan
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang dikonsuitasikan terlebih dahulu
kepada Bupatl melsiuvi Baglan Otonomi Desa Sekretariat Daerah
Kabwpaten.

3
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 13

(1) Ketua Panitia Pemilihan mengadakan konsuftasi pencalonan Kepala
Desa dengan Pimpinan BPD.

(2) Ketua Panitia Pemiiihan berdasarkan hasil konsultasl sebagaimana
dimaksud ayat (1) menugaskan kepada anogota Panitia untuk
melakukan kegiatan perjaringan.

(3) Penjanngan Bakal Calon Kepala Desa berlangsung selama 15 (Tima
belas) hari,

(4) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilian
sajurang-kurang 3 (tiga) orang bakal cion kepala desa,

(5) Apablia dalam wakiu 15 harl befum dapat dijartng Bakal Calon Kepala
Desa sebanyak 3 (tiga) orang, maka masa penjaringan diperpanjang
15 (lima belas) har lagi.

(6) Dalam hal sampal dengan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) belum ada 3 (Uga) orang bakal calon maka penjaringan
bakal calon Kepala Desa ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.



Paragral 4
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 14

Ujian Penyaringan dilaksanalan selambat-lambatmya 15 {lima belas) han
setelah penutupan penjaringan sebagaimana dimaksud Pasal 13.

(1)
(2)
(3)

(%)

(5)
(6)
(7)

(1)

(2}
(3)

Fasal 15

Setelah selesai penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3),

Panitia Pemiiihan menstapkan Tata Cara Penyaringan Bakal Calon.

Periyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia

Pamilinan Kepala Desa balk secara tertulis maupun lisan,

Materi Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputl ;

a. Maten Dasar terdin dan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945,

b, Materi Pokok terdin dari pemerintahan desa, pembangunan desa
dan pemberdayaan masyarakat.

. Pengetshuan Umum yang dianggap periu sesuai prospek dan
potensi desa yang bersangkutan.

Pelaksanaan Penfaringan bakal Calon Kepala Desa secar

iisan/wawancara untuk mengetahul motlvasi, visi dan misi yang

bersangkutan dalam membangun dess,

Untuk terjaminnya netralitas dalam ufian penfaringan, materi ufian

dan pemeériksaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupsaten.

Seorang bakal calon Kepals Desa dapat dinyatakan lulus apabiia hasi

ujian penjaringan relah memenuhi standar nilal 6,0 (enam koma nol).

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hard sctelah pelaksangan  ujian

penjaringan, Pemerintah Kabupaten harus menyampalkan hasfl ufian

Perjaringan kepada Fanitia Pemilinan Kepala Desa,

Pasal 16

Hasll psnjaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dituangkan
dalam Berlta Acara yang diiandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
Panitia Pemiiinan Kepala Desa,

Berlta Acara Hasil Penjaringan Pemllihan dilaporkan kepada BPD
untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

BPD setelah menerima berita acara hasil penjaringan calon segera
memproses  persetujuan nama-nama clon yang berhak dipilin
berdasarkan urutan abjad.

(4) Nama-nama calon yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana

(5)

(€)
@
(8)

dirmaksud ayat (3) disampailkan kermnball kepada Panitia Pemiiihan.
Panitia Pemillhan setelah menerima penetapan calon yang berhak
dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan calon kepata
desa  dan  menetapkan  tanda gambar setiap calon serta
Rapat pemilihan calon kepala desa sebagaimana dimalsud ayat (5)
dilaksanakan secara terbuka untuk umum,

Calon Kepala Desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) dan
sebaganyak-banyaknya 5 (lima) orang

Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (/)
Pemilinan apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia, tidak
diperbolehkan adanys calon penggantl sepanjang jumiah calon yang



(5)

(1)
(2)

(3)

),
(5)

(6)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

tersisa masih memenuhl syarat untuk dilaksanakannya Pemilihan
Kepaia Desa.

Penetapan Calon Kepala Desa hasél penjaringan mestl disahkan
dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Kampanye

Pasal 17

Calon vang berhak dipillh dapat melakukan kampanye di desa
setempat.

Calon Kepala Desa mengkampanyekan program kerjanya kepada
masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan
Kepala Desa,

Panitia Pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu
pelaksaanaan kampanye.

Masa kampanye ditetapkan selama-lamanya 7 (tujuh ) hari,
Kampanye dilaksanakan secara dislogis melalul rapat umum dan
selebaran, oleh calon yang bersangkutan.

3 (Yiga) harl sebelum pelaksanaan pemungutan suara masing-masing
Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk
aApapun.

Pasal 18
Biaya kampanye dibebankan kepada masing-masing Calon Kepala

a. Menjelekkan maupun mmghha calon lainnya

b. Materi kampanye dilarang mengandung unsur SARA,

c. Menggunakan tempat (badah, tempat pendidikan/ Gedung
Sekolah dan fasiiitas pelayanan umum pemerintah Desa

d. Merusak astau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan
lain,

& Mengoanggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umurm,

f. Menghasut, menganjurkan atay menggunakan kekerasan pada
simpatisan atau calon lain.

Bagian Kalima
Pemungutan dan Penghltungan Suara

Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 19

Pemungutan suara dilaksanakan setelah Panitia pemilihan menerima
wmmmwlmmuwmmmm
oleh Bupati.

Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara
dan pencoblosan tanda gambar calon kepala Desa setelah
berkoordinasi dengan BPD dan telah dikonsultasikan kepada Bupati.

3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia
Pemilihan memberitahukan atau mengumumkan secara terbuka



(4)

(1)

(&
(3

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

(1)
(2}

(3

(4

(5)

daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilih dan waktu
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.

Apabila selama 3 (tiga) harl sebelum pemungutan suara tersebut ada
pemilin yana memenuhi syarat  belum terdaftar maka Panilia
Pemillhan membuka pendaftaran  pemilih  tambahan dan
mengumumkan kemball daftar tambahan tersebut secara terbuka
dengan diketahul oleh Calon Kepala Desa,

Pasal 20

Pemilinan harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia serta
jujur dan adil.

Setiap pemilih hanya mempunyal | (satu) suara dan tdak diwakilian.
Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh Tim
Monitoring dar unsur  Eksekutif maupun Legistatif Daerah, Pimpinan
dan anggota BPD dan Panitia Pemilihan serta calon yang berhak
dipilih pada waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Apablla calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa
mm-uadin pemilihan, maka yang bersangkutan dapat digant! dengan

Ealm yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan dirl dan
secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
Pengunduran dirfl Calon diiakukan paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum Pelaksanaan Pemilihan.

Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud ayat (5) mendapat
dukungan suara terbanyak, maka Calon tersebut tetap dinyatakan
sah.

Panitia melakukan batas waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara
dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para Calon
yang berhiak dipllth untuk mengakhirl Pelaksanaan Pemungutan suam
sebelum waktu yang ditentukan atau melebihl batas walkau yang
ditentukan.

Pasal 21

Pemillihan Kepala Desa yang bernak dipilih dinyatakan sah apablla
telah ditkutt minimal 2/3 dari jumlah pemifih terdaftar.

Apabila pada penutupan Pemiithan Kepala Desa ssbhagaimana
dimaksud ayat (1) jumiah pemilih belum mencapal kuorum, Pimpinan
Fanitia Pernllihan mengundurkan waktu paling lama 2 jam dengan
ketentuan kuarum tetap 2/3 dar jumiah Pemilin terdaftar.

Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud
ayat (2) kuorum belum juga tercapal, pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa diundur oleh Panitia Pemilihan selambat — lambatnya dalam
waktu 1 {satu) bulan.

Pengunduran jadwal Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
ayat (3) diumumkan dalam forum rapat oleh Pimpinan Rapat
dituengkan dalam Berita Acara Penundaan Pemiliban.

Apablla terfadi pengunduran  jadwal Pemilihan Kepala Desa
sebagaimana ayat (4), maka berlaku ketentuan penunjukan Penjabat
Kepala Desa oleh Bupati.

Pasal 22

Panitia Pemilihan serta Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon
Kepala Desa tetap mempunyal hak untuk menggunakan hak pilihnya.



Pasal 23

(1) Untuk kelaricaran pelaksanaan pemilinan, Panitia menyediakan :

p. Papan tulis yana memust nama-nama dan calon yang berhak
dipllth. _ _ .

h. Surat suara yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa pada
bagian bawahnya ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan ssbagai
mnda surst suara yang sah,

C Kotak suara berikut dengan kuncdnya yang besamya disesualkan
dengan kubutuhan.

d. Biiik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian
SUBMA.

e Alat pencoblosan didalam billk suara,

(2) Tanda gambar !-FJ:Iagilln'.:am dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak
boleh menggunakan tanda gambar organisash apapun atau partsi
poiitik dan bukan dengan tanda warna.

(3) Bentuk dan mmmmmmmﬂuﬂm gambar Calon
Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. L

Pasal 24

Dalam pelaksanaan Femilhan Kepala Desa, Tim Pemantau Tingkat
Kahupaten melakukan Monitoring jalannya Pemungutan suars, Panitia
Pemilihan membuka kotak suara dan memperiihatkannya Kepada para
Pemilih, menguncd dan menyegel dengan menggunakan kertas yang
dibubuhi cap dan stempel Panltia Pemilihan,

Pasal 25

(1) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar atau
yang sejenis darl Calon Kepala Desa dalam billk suara yang
disediakan Panitia Pemilinan,

(2) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranva kepada satu orang
Calon.

(3) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak
dapat diwakilkan,

Pasal 26

(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam billk suara dengan
menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan,

(2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suars
baru setelah menyerahkan surat suara yang kelir: kepada Panitia
Pemilihan.

(3) Setelah surat suara dicobios, Pemillh memasukkan ke dalam kotak
suara yang disediakan dalam keadaan terfipat.

Pasal 27

(1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus bersifat langsung, umum,
bebas dan rahasia jujur dan adil,

(1) Pada saat Pemungutan suara ditaksanakan, Calon Kepala Desa harus
hadir untuk menglkuti jalannya pemungutan suvara,

(3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan
berkewajiban :



a. Menjamin agar tata demokrasl Pancasila berjalan dengan lancar,
tertib dan teratur,

b, Menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan
teratur.

Pasal 28

Jumiah tempat pemunguian suara disesualkan dengan kebutuhan kondis
sosial masyarakat setempat.

(1)

(2)
(3)

(1

(2)
(3)

(1)
(2)

Paragraf 2
Penghitungan Suara

Pasal 29

Setelah semua pemilih menggunalkan hak plilhnya untuk memberikan
hak pilihrya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing — masing
calon yang berhak dipilih agar menugaskan satu orang pemilih untuk
jadi saksi dalam perhitungan suara.

Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat stara
yang masuk setelah saksi — saksi hadlr.

Setiap lembar surat suara diteliti satu deml satu untuk mengetahul
suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih yang
mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulls yang di
tempatkan sedemikian rupa, sehinggga dapat dilihat dengan jelas
okeh semua pemilth yang hadir.

Pasal 30

Surat suara dianggap tdak sah apabila :

3. Tidak memakal surat suara yang telah ditentukan;

b, Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitla pada surat suara atau
yang mewakili;

c. Ditandatanganl atau memuat tanda yang menunjukkan idenditas
pemnilib;

d. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilin;

e. Memasukkan calon lain selain calon yang berhak dipliih;

Mencoblos tidak tepat pada tanda gambar yang disediakan alau

coblosan mengenal garis batas di luar kotak gambar;

Alasan — alasan yang menyebabkan surat suara yang bdak sah

diumumikan kepada pemilih pada saat Ity juga;

Pasal 31

Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagal Calon
terpilih,
Apabila lebih dari satu orang calon mendapat dukungan suara
terbanyak dengan jumiah yang sama, maka diadakan pemilihan
ulandg,



Baolan Kallma
Pemilikan Ulang

Pasal 32

(1) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang memperoleh jumilah
suara terbanyak yang sama sebagalmana pasal 31 ayat (2), maka
diadakan Pemiiihan Ulang hanya untuk calon — calon dengan jumiah
dukungan suara terbanyak yang sama.

(2} Waktu pelaksanaannya pemilihan ulang sebagaimana ayat (1)
ditentukan oleh Panitia Pemilinan dan diumumkan secara terbuka
kepada masyarakat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) harl setelah
penandatanganan Berita Acara Pemllihan Kepala Desa pertama.

(3) Dalam hal pemiliran ulang sebagaimana dimaksud ayat {(2) hasilnya
masih tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan
terpilin dan diangkat sebagal Kepala Desa menjadi hak BFD yang
ditetapkan melalul Keputusan BPD dan disahlkan melalul keputusan
Bupati,

Bagian Ke enam
Penyelesaian Permasalahan
Dalam Proses Pemilinan Kepala Desa

Pasal 33

(1} Apabila terfadi permasalahan daldm proses Pemllihan Kepala Desa,
permasalahan  diselessikan secara bertingkat dard tingkat Desa,
Kecamatan, hingga Kabupaten,

(2) Laporan dugaan permasalshan atas proses Pemilihan Kepala Desa,
disampaikan paling lambat 5 (Lima) har setelah pelaksanaan
pemilihan.

(3) Unituk tingkat Kabupaten laporan dugaan pérmasaldhan proses
Pemilihan Kepala Desa ditangani oleh Tim Pemeriksa Khusus Kasus
Pemerintahan Desa dan rekomendasi hasll pemeriksaan dipergunakan
sebagai dasar untuk proses selanjutnya.

(4) Apabila adenva kecurangan dalam pelsksanaan Pemilihan Kepala
Desa dapat dibuktlian kebenarannya, maka Pemiliban Kepala Desa
yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan akan dilaksanakan
Pemilihan Ulang.

(5) Apabila calon Kepala Desa vyang terpilih terbukti  melakukan
kecurangan maka calon Kepala Desa terpllih dinyatakan gugur dan
tidak berhak lagl mencalonkan dirl dalam Pemilitan Ulang.

BAB IT1
PENETAPAN, PENGESAHAN CALON TERPILIH DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilin

Pasal 34

(1) Seteiah perhitungan suara sefesal, Panitia Pemiliban menyusun, dan
membacakan Berita Acara Pemilihan.

(2} Berita Acara Pemiiihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangan| oleh Kelua Panitla Pemilihan dan Anggota Panitia
serta seluruh Calon Kepala Desa pada saat itu juga.



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

()

(3)
(4)

Ketua Panita Pemillhan mengumumkan hasil  pemiiihan  dan
menyatakan sahnya pemilihan calon Kepaia Desa.

Pasal 35

Ketua Panitla pemilihan menyampalkan laporan dan Berlta Acara
Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa
Terpliih.

BPD segerz menyampallan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
kepada Bupat melall Camat dengan dilengkapi Berita Acara
Pemilihan untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih,

Pasal 36

Selambat — lambatmya 15 har setelah menenima Keputusan BPD
sehagal penetapan Calon Terpilih, Bupati menerbitkan Keputusan
tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpillh.

Keputusan sebagalmana dimaksud ayal (1) disampalkan pula kepada
Kepala Desa Tempilih.

Bagian Kadua
Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 37

Paling Lambat 15 ( lima belas ) hard terhitung tanggal penerbitan
Keputusan Bupatl tentang pengesaban Kepala Desa Terpllih, Kepala
Desa terpilih segera dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa yang bersanghkutan
atsu pada waktu dan tempat yang ditentulan setelah sebelumnya
disampalkan terebih dahule kepada Bupati melalul Camat.

Sebelum  memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan
sumpah/ianil.

Susunan kata-katz sumpah/fjanjl sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalgh sebagalmana tercantum pada Pasal 205 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2005 sebagal berikut

Demi Aliah (Tuhan), saya bersumpah / berjan)i bahwa saya akan
memenuhl kewsjiban selaku Kepala Desa dengan scbaik - baiknya,
sejujur — jujurmya dan seadll —adiinya, bahwa saya akan selalu laat
dalam mengamalkan Pancasila sebagail Dasar Negara, dan bahwa saya
akan menegakkan kehidupan demokras! dan Undang — Undang Dasar
1945 sebagal konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang -
undangan yang berlaku bagl Desa, Daersh dan Negars Kesatuan
Republil Indonesia,

Pasal 38

Setelah menguapkan sumpah/fan]l dan dilantik oleh Bupatl, sebagaimana
dimaksud pada Pasal 37 ayat {(4) Kepala Desa yang bersangkutan segera
melaksanakan serah terima Jabatan,

(1)

Pasal 39

Masa jabatan Kepala Desa terplh adalah 6 (enam) tahun terhitung
mulal tanggal pelantikan dan dapst dipllih kemball hanya untuk 1
(satu) kall masa jabatan berikutnya.



(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(&)

(1)

(Z)

(3)

Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tdak
boleh dicalonkan kemball urtuk masa jabatan ketiga kalinya.

BAB 1TV
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Paragraf L
Pemberhentian Sementara

Pasal 40

Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana
atas usul BPD dapat diberhentikan sementara.
Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka
pekerjaan seharl — har dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dan atau
Pejabat lain yang diangkat oleh Bupati, atas usul BPD.
Apablla berdasarkan pemberitahuan dari Penyidlk Umum at@u
berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa
Kepala Desa yang bersangkutan Ydak terbuktl melakukan perbuatan
vang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Surat
Keputusan Bupatl  tentang  Pemberhentian  Sementara dan
mengukuhkannya kemball dalam Jabatannya sebagal Kepala Desa.
Apablla berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tmrbukti
melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang
melakukan upaya banding, maka selambat — lambalnya
1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tngkst pertama upaya
banding dimaksud belum selesal, BPD mengusulkan kepada Bupati
agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupatl tanpa melalul usulan
BPD apabila dinyatakan melskukan tindak pldana yang diancam
dengan pidana penjara paling sedikit 5 ( lima ) tahun berdasarkan
keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekiatan hukum tetap.

Paragrafl 2
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 41

Kepala Desa berhent] atau diberhentikan oleh Bupati, karena:

a. Meninggal dunia

b. Atas permintsan sendin.

¢. Diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
C karena .

a. Berakhimya masa jabalannya dan telah dilantik pejabat yang baru
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturur-turut selama 6 ( enam ) bulan.

c. Tidak lagl memenuhl syarat sebagal Kepala Desa.

d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan,

e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau

f. Melanggar larangan bagl Kepala Desa.

Pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia, atas permintaan
sendir, berakhir masa jabatan dan tidak dapat melaksanakan tugas
secara berkelanjutan selama 6 ( enam ) bulan tidak dalam rangka



melaksanakan tugas dan/atau  kegtatan yang berkaltan  dengan
pemerintahan, pemberbaentian dalam jabatan sebagal Kepala Desa
diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui  Camat
berdasarkan keputusan musyawarah BPD,

(4) Pemberhentian Kepata Desa karena tidak lagl memenuhl syarat sebagai
Kepals Desa, dinyatakan melanggar sumpah/janii  jabatan, tidak
melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa danfatau melanggar
larangan bagl Kepala Desa, usul pemberhentian dalam fabatannya
sehagal Kepala Desa disampaikan olet BPD kepada Bupati melalui
Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD Desa yang dihadin
oleh 2/3 (dua pertiga) darl jumlah anggota BPD,

{5) Pengesahan pembertientian Kepala Desa sebagaimana di maksud pada
ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupatl paling lama
J0 {tiga puluh) har sejak usul diterima,

(6] Setelah dilakukan pembertientian Kepala Desa sebiagaimana dimaksud
pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal
dari perangkat desa setempat atau staf dar kecamatan setempatl
herdasarkan usul Camat sesual Berita Acara hasil musyawarah 8PD.,

Pasal 42

(1) Kepala Desa diberhentikan olsh Bupatl tanpa medalul usulan BPD
apablla terbukti melakukan tindak pidana paling sedikit 5 (ima) @&nhun
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperaleh kikuatan
hukum tetap.

{2} Kepala Desa yang melalalkan tugasinya sehingga merugikan negara,
daergh dan masyarakal desa alau melakukan perbuatan melawan
hukizn dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa
vang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran
hingga pemberhentian satelah melalul pemenksaan oleh Tim Pemeriksa
Khusus Kasus Pemerintahan Desa Kabupaten,

Pasal 43

Kepalz Desa dan Pegawal Negerl Sipll yang berakhir masa jabatannya
diberhentikan dengan alasan yang bersangkistan memasukl usia atau
suddah persiun dan Pegawal Negeri Sipil,

Pasal 44

Kepala Desa dari Pegawa Negeri yang belum berakhir masa jabatannya

tidak dapat dicalonkan daiam hal : .

a, Dalam jabatan Struktural atau Fungsional, kecuall terlebih dahulu
mendapatkan ijin/persetujuan darl Pejabat yang berwenang.

b. Sebagal Calon Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 45

Kepala Desa dar Pegawal Negeri Sipll yang telah habis mass jabatanmya
berhentl atau diberhentikan oleh Bupati di kembalikan ke instansi

Induknya.



(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

(3

BAB V
PERTANGGUNGIAWABAN KEPALA DESA

Pasal 46

Tarhadap Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya, dilakukan
evalsasl akhir masa jabatan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupatl atas
usul BPD.

Usulan dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalul Camat.
Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat -
lambatnya & (enam) bulan sebelum berakhir masa fabatan yang
bersangkutan,

Pasal 47

Kepala Desa memimpin penyelenggarsan pemerintahan berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama dengan BPD.

Dalam melaksanalkan tugas dan kewajiban Kepala Desa bertanggung
jawab kepada masyarakal melalul BPD dan menyampalkan laporan
mengenal pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, melalui Camat.
Pertanggundiawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa
sehagalmana dimaksud pada ayst (2) disampaikan sekurang -
kurangnya sekall dalam satu tahum pada setiap tahun anggaran dan
atau sewaktu — waktu jia dipandang periu oleh Bupatl.

Pasal 48

Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD  termasuk
pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapl atau disempumakan
dalem jangka waktu 30 (tiga puluh) harl dan disampaikan kembali kepada

EPFD,

(1)
(2)
(3)

{4).

(1)

(2}

BAB V1
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 49

Pengangkatan Penjabal Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan
Bupati atas ustd Camat

Berdasarkan Berita Acara rapat BPD dan berasal dari Perangkat Desa
atau staf Kecamatan setempat

Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama
dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Definiif.

Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa  paling lama 1 (satu) tabun
sejak tanggal penetapan atau sampal terpliihnya Xades Definitif.

Fasal 50

Bagl Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan
kewajlbannya karena sakit atau mengalami kecclakaan  dalam
menjatankan tugasrya sampai dengan 6 (enam) bulan barturut — burut,
maka Sekretaris Desa dan atau Pejabat lain dapat ditunjuk oleh Bupati
atas usul Camat wntuk menjalankan hak, kewajiban sebagal Kepala
Desa,

Apablla setelah & (enam) bulan berdasarkan keterangan pengufl
kesehatan pegawai, bahwa Kepala Dess dimaksud belum dapat



(1)

(2)

(1)

(2}
(3)

menjalankan tugas, wewenang dan kewajlbannya yang bersangkutan
diberhentikan darl jabatannya oleh Bupati sekaligus menunjuk Penjabat
Kepala Desa atas usul Camat.

BAB VIL
PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Pengangkatan Sekretaris Desa

Pasal 51

Sekretaris Desa sesual dengan kedudukannya dilsl darl Pegawai Negerl
Sipll yang memenuhl persyaratan :

Berpendidilan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat;
Mempunyal kemampuan dibidang teknis pemenntahan;

Mempunyal kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
Mempunyal pengalaman dibidang administras  keuangan dan
bidang perencanaan;

e. Memahami sostal budaya masyarakal setempat; dan

f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkitan.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat okeh
Sekretaris Dasrah Kabupaten atas nama Bupati.

0 oo

Baglan Kedua
Pengangkatan Perangkat Desa lainnya

Pasal 52

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah Penduduk
Desa setempat warga Negara Republlk Indonesia yang memenuhi
Persyaratan :

2. Bertagwa kepada Tuhan Yang maha Esa;

b, Setla kepada Pancasiia dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta Pemerintah;

¢. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SLTP) dan/atau saderajat;

Berumur paling rendah 20 (dua puluh tahun) dan satinggi-tingginya

60 (enam puluh) tatiun pada saat pendaftaran;

Nyata-nyata tidak tergangu jiwanya.

Sahat jasmani dan rohani

Tidak dicabut hak pliihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang

telah mempunyal kekuatan hukum tetap.

Bersadia diangkat menjadi Perangkat Desa.

Mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktlkan bertempat

tinggal di desa setempat paling sedikit 1 (satu) ahun berturust-turut

@anpa tarputus.

Tidak dalam status jabatan rangkap dalam pemerintahan desa.

o

~F @me

)
Peranglat desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh

Kepala Desa dard penduduk desa setempat,
Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
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Pasal 53

Bagl Pegawal Negeri Sipll, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
POLRI tidak diparbolehian diangkat menjadi Peranglat Desa lainnya.
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa lainnya
berhak mendapatkan pemblinaan oleh Kepala Desa.

Pasal 54

Kepala Desa mengumumkan secara tertulis/terbuka penerimaan bakal
calon Kepala Urusan selama kurun waktu 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal ditetapkan,

Bakal calon Kepala Urusan mengajukan surat permohonan beserta
persyaratan administras lainnya kepada Kepala Desa,

Kepala Desa setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melaksanakan penelition administrasi calon Kepala
Lirusan paling lama 7 {tujuh) han setelsh penutupan pendaftaran.

Pasal 55

Kepala Desa menetspkan calon Kepala Urusan dan  segera
mengumumkan nama-nama calon yang berhak mengikutl  ujian
penyaringan paling lama 7 (tujuh) hart setelah penetapan,

Ujian penyaringan dileksanakan oleh Kepala Desa secara tertulis dan
wawancara meliputl 3 (tiga) materi yang terdin dari

a. Malerl dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

b. Materi pokok penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

. Mater penunjang pengetahuan umum dan kepribadian.

Ujian penyaringan dilaksanakan dan diawasi langsung oich Kepala Desa
delam ruang tertentu dan terfutup.

Kepala Desa berhak memberfkan penilaian wawancara secara langsung
bagl calon Kepala Urusan,

Pasal 56

Dalam menjaga standar kuslitas dan netralitas penyelenggarsan ujlan
penyaringan calon Kepala Urusan, materi ufian penyaringan diadalkan
langsung oleh Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten melakukan pemeriksaan dan penilaian ufian
tertulis calon Kepala Urusan;

Hasill pemeriksaan dan penilalan ujian tertulis dan wawancara tersebut
disampaikan kepada Kepala Desa untuk segera diumumkan secara
tertulls nama-nama yang berhak ditenma sebagal Kepala Urusan
berdasarkan rangking nital tertinggl paling lambat 5 (llma) harl sstelah
hasil ujian diterima.

Pasal 57

Unsur pelaksana teknis adalah baglan darl Perangkat Desa lainnya
yang diangkat oleh Kepala Desa dan penduduk desa setempat untuk
suatu bidang/jenis pekerjaan tertentu dan memenuhl persyaratan,
Kepala Desa dapat mengangkat seorang diluar penduduk desa
setempat apablla tidak terdapat tenaga pelaksanz teknis yang
diperlukan dari warga desanya sepanjang memenuhi persyaratan,
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Pasal 56

Kepala Desa mengumumbkan secara tertulls atau terbulka penerimaan
bakal calon pelaksana teknis dengan kurun waktu 15 (lima belas) hari
terhitung sejak tanggal diumumkan.

Kepala Desa melaksanakan penelitian terhadap persyaratan
administrasl yang disampaikan oleh bakal calon peiaksana teknis.
Hasil penelitian persyaratan administrasi tersebut dipergunakan untuk
menetaplan sekaligus mengumumkan calon pelaksana teknis di desa.

Pasal 59

Sebelum menduduki jabatan pelaksana teknis didesa tersebut terlebih
dahuly dilaksanakan ujian  penyaringan secars  tertulis  dan
wawancara.

Kepala Desa dalam pelaksanaan ujian penyaringan dapat meminta
batuan kepada pihak tertentu untuk menguli pelaksana teknis yang
dibutubkan.

Hasil ujian penyaringan segera divmumkan secara tertulls dilampin
nama-nama yang diterima sebagal pelaksana teknis berdasarkan
rangking nilai tertinggl paling lama 5 (lima) hari seteiah ujian
penjaringan diterima.

Pasal 60

Daiam keadsan tertentu Kepala Desa dapat mengangkat seseorang
pelzicsana teknls didesanya tanpa proses penjaringan. '
Pengangkatan tersebut dilakukan apabila dalam proses penjaringan
yang meandafarkan din sebagal pelaksana teknis tidak lebih dar 1
{5atu) orandg.

Pasal 61

Kepala Dusun adaiah bagian darl perangkat desa lainnya yang
diangkat oleh Kepala Desa dan penduduk dalam bagian wilayah desa
setempat yang memenuhl persyaratan.

Pergangkatan Kepala Dusun  tersebut  dilaksanakan dengan
mengedemankan prinsip musyawarsh bersama dengan masyarakat
dusun setempat.

Apablla musyawarah tidak dapat diaksanakan maka mekanisme
pengangkatan Kepala Dusun dapat dilakukan melalui  proses
penjaringan dan penyaringan sebagaimana beraku pada
pengangkatan Perangkat Desa Lalnnya dan apabila clon Kepala
Dusun kurang dari 1 (sstu) orang.

Baglan Ketiga
Penetapan din Pelantikan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 62

Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal
52 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 7
{tujuh) hari setalah hasil ujian diumumban.
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Pasal 63

Kepada Perangkat Desa lainnya sebelum melaksanakan tugas
dan kewajibannya dilakukan pengambilan sumpah atau janji dan
dilantik oleh Kepala Desa
Pelantikan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dihadini oleh
BPD, Anggota organisasi kemasyarakatan desa dan  pemuka
masyarakat lainnya didesa yang bersangkutan
Susunan kata-kata sumpah/jan]l dimaksud pada ayast (1) berbunyi
i berikut
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpahfjanji bahwa saya akan
memenuhl kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-
balknya, sejujur-julurnya dan seadil-adiinya bahwa saya akan selalu
taat dalam mengamalkan dan mempertahan-kan Pancasila sebagal
dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demaokrasi
dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagal konstitusi negara serta
melaksanakan segala peraturan  perundang-undangan  dengan
selurus-lurustya yang berlaku bagl daerah dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Setelah  mengucapkan sumpahfian)i dan  pelantikan  sakaligus
dilaksanakan saerah terima jabatan

Pasal 64

Pelaniikan Perangkat Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat
waktu karena plasan yang dapat dipertanggungjawabkan Kepala
Desa dapat menunda selama-lamanya 1 minggu sejak tanggal
berakhir masa fabatan Perangkat Desa dengan ketentuan Perangkat
Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama
penundaan tersabut

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagl
penjabat Perangkat Desa

Bagian Keempat
Masa Jabatan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 65

Masa jabatan Perangkat Desa lainnys ditetapkan selama 6 (enam)
m@mhun terhitung sejak tanggal pelantikam.

Perangkat Desa lainnya dapat dipilih kemball urtuk masa jabatan
berfkitrys.

Apabila masa jabatan sebagaimana ayat (2) telah berakhir maka
yang bersangkutan tidak boleh diangkat kemball sebagai Perangkat
Desa.

Bagian Kelima
Pemberhentian Perangkat Desa Lalnnya

Pasal 66

Perangkat Desa lainnya yang dituduh atau tersangkut dalam suatu
tindakan pidana dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan
Kepala Desa,

Selama Perangkat Desa lainnya dikenskan pemberhentian sementam
maka tugas dan pekerjaan sehari-harinya dilaksanakan oleh
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Perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai
Pelaksana Tugas.

Apabila berdasarkan hasl| penyidikan atau berdasarkan Keputusan
Pengadilan Tinggl pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa
lainnya yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang
dituduhkan maka Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa
tentang pemberbentian sementara dan  mengembalikan yang
bersangkutan dalam kedudukan semula sampal masa |abatannya
berakhir.

Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan
bahwa Perangkat Desa lalnnya  vang bersanghutan terbukd
melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangikat Desa
lainnya yang bersangkutan melakukan upaya banding maks
selamhat-lambatnya satu tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat
Pertama, dan upaya banding belum sslesal maka Perangkat Desa
lginfiya vang bersangkutan diberhentilan,

Pasal 67

Perangkat Desa lainnya vang melalalkan tugas dan kewajibannya
dapat dikenakan tindakan administratif berupa  teguran,
pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
beriaku.
Apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya, kepala
Desa dapat mengangkat pejabat penggantl sementara dengan masa
bakti paling lama 3 (Uga) bulan dan harus sudah diangkat pejabat
definitf,
Bagl Perangkat Desa lginnya yang tidak dapat menjalankan tugas
dan kewsaiibannya karena sakit atau mengalam| kecelakaan dalam
memaiankan tugasnys sampal dengan enam bulan bertunut-turut
maia Mepala Desa menuriuk salah seorang Perangkat Desa lainnya
untuk melaksanakan twaas dan kewajibannya dengan status jabatan
rangkap sampal terisi oleh perangkat desa lainnya yang definitif,

Pasal 68

Perangkat Desa Rinnya diberhentikan nleh Kepala Desa karena:

papoe

-

(1)
(2)

habis masa jabatannya;

meninggal dunia;

mengajukan permintaan berhent sendin;

tidak kgl memenuhl syarat dan atau melanggar sumpah/ Janjinya
berakhir masa jabatannya dan telah dilantik perangkat desa lainnya
yang banu

medakukan  perbuatan  yang bertertangan  dengan  ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma
yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN

Pasal 69
Rencana biaya pemilihan Kepalz Desa diajukan Panitia Pemilihan

kepada BPD
BPFD menetapkan besarnya Biaya Pemilihan Kepala Desa.
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Blaya pemilihan Kepala Dess berupa pengadsan billk suara,
administrast umum, surat suara, kotak suara, penjaringan dan
penyaringan bakal calon, konsumsi, repat-rapat panita dan
honorariumn panitia pemifihan dibebankan pada APBD Kabupaten.
Biaya kampanye calon Kepala Desa’ ditanggung oleh masing-masing
calon

Biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diluar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibebankan
pada’ APB Desa

Fasal 70

Biaya Pengangkatan Sekretaris Desa dibebankan pada APBD
Kabupatan.

Biava pengangkatan Perangkat Desa lainnya dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja desa masing-masing.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tdak menutup
kemungkinan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten yang disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah

BAB IX
LARANGAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 71

Kepala Desa dilarang ;

&

(1)

(2}

Membuat Keputusan vang secara khusus memberkan keuntungan
bagl difnya, anggota keluarganya, krominya, golongan tertentu atau
kelompoknya yong secara ryata merugikan kepentingan umum atau
mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain,
Menerima uang , barang, dan atau jasa dar pihak lain yang patut
dapat diduga akan mempengaruhi kepulusan atau tindakan yang
akan dllakukannya.

BAB X
PEMBINAAN AN PENGAWASAN

Pasal /2

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajb membina dan mengawasi
Peliksanaan Pencalonan, Pemilivan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliput .

a. mengtapkan pengaturan yang berkaitan dengan Pelaksanaan
Pencalonan, Pemiliban, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. memberikan pedoman  teknls  Pelsksanaan  Pencalonsn,
PemiBhan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhenban
Kepata Desa dan Perangkat Desa;

. mekkukan evaluasl dan pengawasan Pelaksanaan Pencalonan,
Pemillhan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian
Kepala Desa dan Perangkat Desa;

d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultas) Pelaksanazn
Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa dan Peranglat Desa;



(3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagimana dimaksud dalam
pada ayat (1) melput! :

a. memfasilitasl penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa berkaitan dengan Pelaksanaan Pencalonan, Pemiliban,
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan
Perangkat Desa;
memfasiitas! pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat
desa;

c. memfasiitas pelaksanzan proses pemiiihan dan  pelantikan
Kapala Desa;

d. memfasilitasi pelaksanaan proses  pengangkatan  dan
pemberhentian perangkat desa

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Masa jabatan Kepala Dess dan Perangkat Desa yang ada pada saat ini
tetap berlaku sampal habis masa fabstannya.

FPasal 74

(1) Pada ssat mulai berdakunya Peraturan Daerah Inl, semua Peraturan
Pelgksanaan mengenal Tata Cara  Penczlonan,  Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan
Perangkat Desa tetap berdaku selama ketentuan bary berdasarkan
ketontuan Peraturan Daerah Inl belum di keluarkan dan sepanjang
peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini,

(2) KEepala Desa yvang diangkat berdasarkan Undang Undang Nomor 5
Tahun 1979 dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dapat tetap
melaksanakan tugasnya sampal akhir masa jabatan selama diniiail
baik oleh BPD atay sebutan lain,

BAB X11
KETENTUAN LAIN LAIN

Fasal 75

(1) Masa Jabatan Kepala Desa adafah 6 (enam) tzhun terhitung sejak
tangoal pelantikan dan dapat dipilih kemball hanya untuk 1 (satu) kall
masa jabatan berikutrya

(2) Apabila Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa lidak dapat
dilaksanakan tepat waktu, atau karena hal-hal yang dissbabkan oleh
force majeur maka diangkat Penjabat Kepala Desa berdasarkan
usulan amat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 76
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain

yang bertentangan dengan Persturan Daerah inl dinyatakan tidak berlaku
lagl.



Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturen Daerah Kabupaten ini
sepaniang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut datam Peraturan Bupati

Pasal 7B

Peraturan Daerah inl mulal berlaku sefak diundangkan. Agar setiap orang
dapat mengetahulnya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah Inl
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur,

Ditetapkan di Malili
pada @nggal 1 Fevesber 2006

BUFATL LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malill
pada tanggal 1 Novembar 2006

SEXRETARIS KABUPATEN LLWU TIMUR,

H. A. T. UMAR PANGERANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWL TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 13



